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ABSTRAK

Klaim kebudayaan bangsa Indonesia oleh Malaysia hingga saat ini
merupakan permasalahan yang masih sangat sensitif untuk di bicarakan.
Munculnya permasalahan ini dilandasi oleh latar belakang sejarah yang sama dan
keinginan dalam membentuk identitas negara bangsa. Menanggapi hal tersebut,
Pemerintah Indonesia turut aktif dalam mengatasi klaim kebudayaan melalui
kebijakan-kebijakan kebudayaan yang bertujuan untuk melindungi, melestarikan
dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia.

Penelitian ini  merupakan penelitian pustaka (Library Research) yaitu
penelitian yang menggunakan sumber buku-buku, karya ilmiah, naskah dokumen,
Undang-Undang serta referensi lainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam
objek kajian ini. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis tentang kebijakan-
kebijakan pemerintah dalam mempertahankan kebudayaan nasional, untuk
melihat efektif atau tidaknya kebijakan kebudayaan dalam mengatasi klaim
kebudayaan Indonesia oleh negara lain.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis
mengkualifikasi data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang
bersifat khusus. Teknik pengumpulan data merupakan proses yang dibutuhkan
yang berhubungan dengan referensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-
data dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang menjadi sasaran dalam
penelitian ini. data primer yaitu Undang-Undang, kebijakan pemerintah, buku-
buku yang berhubungan tentang objek yang menjadi penelitian. Data skunder
berupa jurnal, artikel, media massa, dokumen internet dan lain sebagainya.

Hasil dari penelitian ini adalah dengan melihat bahwa sebelum lahirnya
kebudayaan nasional Indonesia seperti saat ini, kebudayaan Indonesia pernah
mengalami akulturasi dengan kebudayaan-kebudayaan asing sebelum Indonesia
merdeka. Kebudayaan Indonesia yang beranekaragam di lindungi oleh pemerintah
Indonesia melalui kebijakan kebudayaan. Tetapi pada realitanya kebijakan
kebudayaan pemerintah masih belum mampu untuk melindungi kebudayaan
Indonesia dari klaim negara lain, dikarenakan proses perumusan masalah,
peramalan masa depan kebijakan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi belum
terlaksana secara tepat dan maksimal. kebijakan juga belum sejalan dengan
konsep maslahah mursalah. Karena untuk meraih kemaslahatan, maka perlunya
pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan.

Kata Kunci: Klaim Budaya, Kebijakan Kebudayaan, Kebijakan Publik, Maslahah
Mursalah.
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Life Is Your Journey
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan gugusan

pulau-pulau indah didalamnya. Keindahan alam negeri ini disempurnakan dengan

keanekaragaman budaya yang sejak dahulu telah berkembang di Indonesia. Lebih

dari 1.128 suku bangsa yang ada di Indonesia hingga sekarang tetap melestarikan

kearifan lokal dan tradisi leluhur.1 Keanekaragaman ini tidak terlepas dari

perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia. untuk mempersatukan

keanekaragaman negeri ini para founding Father merumuskan slogan Bhineka

Tunggal Ika sebagai upaya pemersatu bangsa.

Terbentuknya Indonesia dan negara lainya di Asia Tenggara tidak terlepas

dari keinginan untuk bebas dari sistem penjajahan. Bangsa-bangsa yang awalnya

terjajah ini, pada akhirnya mendapatkan kemerdekaanya baik dengan perjuangan

maupun dengan pemberian kemerdekaan dari negara yang menjajahnya.

Tercapainya cita-cita untuk merdeka dan menjadi sebuah negara yang berdaulat,

adalah awal perjalanan baru dari  negara bangsa yang dulunya merupakan

kesatuan Kepulauan Nusantara. Walaupun demikian tetap tidak bisa di pungkiri

bahwa negara-negara independen ini masih saling membutuhkan  dan memiliki

keterikatan antara satu dan lainya. kemerdekan dan kemajuan yang didapatkan

1 Widiastuti, “Analisis SWOT Keragaman Budaya Indonesia,”  E-Journal Widya, Vol 1
(Mei –Juni  2013), Diakses pada 27 September 2017, Pukul 21.00.
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tidak terlepas dari saling bantu-membantu antar bangsa untuk mewujudkan cita-

cita bersama.2

Seiring perkembangan zaman munculah kepentingan-kepentingan politik

dari setiap negara. Kepentingan ini tidak terlepas dari keinginan  untuk terlihat

lebih baik dari negara lainya. Perkembangan ekonomi, politik, sosial maupun

budaya telah menciptakan atmosfer persaingan baru untuk menunjukan identitas

dari negara tersebut. Latar belakang sejarah kebangsaan yang sama tidak luput

dari sentuhan kepentingan politik. Indonesia misalnya, memiliki hubungan baik

sejak dahulu dengan malaysia, hubungan ini ditandai dengan pernyataan

persahabatan oleh Malaysia kepada Indonesia sebagai negara serumpun.3

Walaupun demikian di dalam hubungan persahabatan ini, tidak terlepas dari

konflik, salah satunya adalah tentang kebudayaan. Kepentingan politik

memunculkan rasa untuk memiliki kebuyaan yang ada di negaranya dengan

tujuan menampilkan identitas negara, promosi negara bangsa, maupun meraih

nilai komersial dari budaya tersebut.4 Pada akhirnya latar belakang keseragaman

budaya yang seharusnya mempererat persahabatan,  menjadi pemicu koflik

perdebatan akibat kepentingan yang sudah tidak lagi sama. Dari sinilah mulai

muncul kasus-kasus klaim budaya yang menimbulkan ketegangan antara

masyarakat maupun pemerintah antara negara yang juga merasa memiliki budaya

tersebut.

2 A. Kardiyat Wiharyanto, “Pembentukan Negara-Negara Nasional Di Asia Tenggara,”
Artikel Ilmiah Universitas Sanata Darma Yogyakarta, (Tahun 2008). hlm.1.

3 Diana Syahrini, “Pandangan Mahathir Terhadap Konsep Serumpun (Dalam Hubungan
Serumpun Malaysia-Indonesia Selama Tahun 1981 Sampai Dengan Tahun 1996),” Skripsi
Universitas Airlangga, (Tahun 2000).

4 Ida Bagus Brata, “Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa,” Jurnal Bakti
Sarasvati Vol.05 No.01, (Tahun 2016).
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Malaysia menjadi salah satu negara sering mengalami konflik budaya

dengan Indonesia. pesatnya pertumbuhan dan perkembangan negara Malaysia

menuntut negara ini untuk membentuk identitas diri. Malaysia diketahui telah

berulang kali melakukan klaim atau penggunaan kebudayaan bangsa Indonesia

untuk kepentingan negaranya. Alasanya adalah, bahwa budaya yang ada di

Indonesia juga berkembang di Malaysia sejak dahulu tampa mempertimbangkan

asal dan usul dari budaya tersebut. Tindakan Malaysia ini menimbulkan kecaman

keras oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri. Kekesalan terhadap

tindakan tersebut memicu masyarakat untuk menyalurkan kekesalanya melalui

media sosial dengan saling hujat antara kedua warga negara dan menebarkan

kebencian. Tidak hanya budaya, batas wilayah Indonesia juga tidak luput dari

tindakan yang di anggap sebagai klaim oleh bangsa Indonesia. Konflik yang

belum terselesaikan ini memunculkan dendam berkepanjangan terhadap kedua

belah pihak yang bersengketa. Konflik sempat mereda beberapa saat, tetapi hal

tersebut tidak berlangsung lama karena ruang lingkup kebudayaan merupakan

area sensitif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Hingga pada acara Sea Game

tahun 2017, Malaysia sebagai tuan rumah telah menorehkan luka mendalam bagi

Indonesia. Bagaimana tidak, terbitnya buku panduan perlombaan Sea Game yang

di cetak oleh Malaysia, memperlihatkan kesalahan fatal dengan terbaliknya

bendera Indonesia didalam buku panduan yang akan diberikan kepada setiap

negara yang menjadi peserta diacara tersebut. Selain itu acara yang melibatkan

negara-negara di Asia Tenggara ini juga menuai kritikan, Malaysia sebagai tuan

rumah juga menampilkan koreografi pada pembukaan Sea Game 2017 di Kuala
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Lumpur, dengan salah satu backsound adalah instrumen lagu Rasa Sayange yang

pada tahun 2007 pernah mengalami konflik akibat di klaim oleh Malaysia sebagai

warisan budaya negaranya.5 kasus serupa terus berlanjut dalam acara Miss Grand

Internasional 2017 di Vietnam, masalah ini berawal saat finalis Miss Grand

Internasional dari Malaysia, Sanjeda John memakai kostum Kuda Lumping.

Kostum kuda lumping ini disebut sebagai Kuda Warisan oleh mereka.

Sebagaimana yang diketahu bahwa kesenian Kuda Lumping merupakan kesenian

khas daerah Jawa. Pihak Miss Grand Internasional Malaysia telah mengakui hal

tersebut, mereka terinspirai dari komunitas masyarakat Jawa yang berada di Johor.

Namun demikian hal ini sangat disesalkan, warisan budaya yang seharusnya

menjadi identitas sebuah negara berdaulat, digunakan negara lain sebagai ajang

kompetisi dan promosi kebudayaan dan perkenalan karya kreatif  kepada dunia

internasional untuk meraih nilai komersial dari budaya yang dibawakan tersebut.6

Oleh sebab itu konflik yang terjadi pada negara serumpun ini, adalah

konflik berkepanjangan yang belum ditemukan solusi dalam pemecahannya.

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menjaga,

melestarikan dan mengembangkan kebudayaan bangsa Indonesia. Konflik yang

sama terus terulang kembali hingga sekarang dan menciptakan masalah seperti

dendam turun-temurun serta citra buruk sebuah negara kepada negara lain. Dari

5 “Setelah Bendera Terbalik, Lagu Rasa Sayange Di Pembukaan Sea Game,”
https://sports.okezone.com/read/2017/08/22/43/1760397/setelah-bendera-terbalik-lagu-rasa-
sayange-di-pembukaan-sea-games-2017-bikin-netizen-geram, Diakses Pada 4 Oktober 2017,
Pukul 10.30

6 “Diklaim Malaysia Akar Budaya Kuda Lumping Ada Di Indonesia,”
http://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/962427-diklaim-malaysia-akar-budaya-kuda-
lumping-ada-di-indonesia, Diakses pada 4 Oktober 2017, Pukul 09.49
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masalah inilah muncul kegelishan akademik penulis untuk melihat bagaimana

kebijakan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan nasional..

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan

kebudayaan Nasional?

2. Bagaimana analisis kebijakan Publik tentang Kebijakan Pemerintah Indonesia

dalam mempertahankan kebudayaan nasional?

3. Bagaimana persektif Maslahah Mursalah tentang Kebijakan Pemerintah

Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan

kebudayaan nasional.

b. Menjelaskan analisis kebijakan publik tentang Kebijakan Pemerintah

Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan nasional.

c. Menjelaskan persfektik Maslahah Mursalah tentang kebijakan

Pemerintah Indonesia dalam melindungi kebudayaan nasional

2. Kegunaan Penelitian

a. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan sedikit kontribusi

akademik dan menjadi stimulus bagi terciptanya karya-karya baru yang

lebih baik dalam penanganan konflik budaya yang sama.
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b. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi salah satu jalan bagi

pemerintah untuk mempertimbangkan aspek-aspek positif daalam

penelitian ini untuk menuntaskan permasalahn ini.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah, serta menunjukan keaslian

penelitian ini, maka penulis sangat perlu mengkaji pustaka yang berkaitan dengan

penelitian dalam skripsi ini. Berdasarkan penelusuran literatur yang penulis kaji

mengenai Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan

Nasional, (Studi Kasus Klaim Budaya Indonesia Oleh Malaysia), penulis

menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi karya Clarisa Gabriella dengan judul “ Peran Diplomasi

Kebudayaan Indonesia Dalam Pencapaian Kepentingan Nasional”. Skripsi ini

membahas tentang menjalin hubungan diplomasi dengan negara lain melalui

metode pendekatan diplomasi kebudayaan, yang mana syarat penting untuk

mendekatkan dua bangsa dan negara yang terkait dalam suatu hubungan

diplomatik, adalah meningkatkan usaha-usaha untuk saling mengenal kebudayaan

masing-masing. Kebudayaan memiliki peran yang sangat luas mencakup

keberbagai aspek seperti politik, ekonomi, militer dan sebagainya. Oleh sebab itu

menjalankan diplomasi kebudayaan bearti secara tidak langsung memperlihatkan

bahwa citra Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berkebudayaan tinggi.

Diplomasi kebudayaan ini bersifat softpower diplomacy, yang mana membangun

hubungan dengan cara melakukan komunikasi antar budaya, terkait dengan
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perubahan sikap masyarakat untuk saling pengertian dalam melihat persoalan-

persoalan politik luar negeri dalam sudut pandang softpower diplomacy.

Diplomasi budaya yang dilaksanakan diluar negeri selain ditujukan kepada

masyarakat asing, juga diarahkan kepada masyarakat Indonesia yang ada di luar

negeri. Dengan demikian kesadaran kebudayaan dan kepribadian nasional dapat

ditingkatkan dan dilestarikan. Selain itu diplomai budaya bisa memperkuat

pembangunan pariwisata, dengan kebijakan dan perencanaan yang sistematis

untuk melestarikan budaya dan memperkenalkan melalui sektor pariwisata.

Dalam skipsi ini juga membahas tujuan politik luar negeri Indonesia pada era orde

lama, yang dimana tujuan tersebut mencakup 6 hah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjaga kemerdekaan rakyat dan menjaga keamanan negara.

2. Untuk memperoleh barang- barang kebutuhan pokok yag berasal dari luar

negeri, guna meningkatkan standard hidup masyarakat

3. Untuk memperoleh modal, guna untuk membangun kembali infrastruktur

yang telah rusak bahkan hancur, dan modal untuk industrialisasi, konstruksi

baru dan mekanisasi pertanian.

4. Untuk memperkuat prinsip hukum internasional dan membantu meraih

keadilan sosial pada lingkup internasional, yang sejalan dengan piagam

PBB.

5. Untuk memberikan penekanan khusus pada upaya membangun hubungan

baik dengan negara tetangga yang juga pada masa lalu pernah mengalami

penjajahan.
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6. Untuk membangun persaudaraan antar negara melalui realisasi idealita

dalam pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa diplomasi kebudayaan

sangatlah penting untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Diplomasi

kebudayaan juga secara langsung mampu mempererat hubungan anatar kedua

negara dengan jalan yang lebih elegan dan bermartabat. Selai itu manaat dari

diplomasi budaya juga mampu membangun citra Indonesia di dunia internasional,

sebagai bangsa yang memiliki peradaban kebudayaan yang tinggi, sehingga

menarik mitra dari negara lain untuk berkunjung atau melakukan investasi dan

kerjasama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.7

Kedua, Jurnal oleh Nuvola Gloria dan Syafri Harto dengan judul

“Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Meresmikan Noken Sebagai

Warisan Budaya Tahun 2012” dalam penelitian ini penulis memaparkan

bagaimana proses diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk

mematenkan Noken. Noken merupakan warisan budaya suku Biak, yang pada

umumnya dibuat oleh kaum wanita di papua. Upaya pemerintah Indonesia dalam

mematenkan Noken ini dengan mengkolaborasikan antara Track One

(Goverment) dan Track Two (Non-Goverment) yang melahirkan metode yang

diartikan oleh John W. McDonnal sebagai Multitrack diplomacy, sebagai bentuk

salah satu upaya resolusi konflik  antar negara yang melibatkan empat aspek

antara lain, pemerintah, swasta, rakyat dan media. metode dalam diplomasi ini

merupakan kesadaran bahwa tidak selamanya sebuah interaksi formal, oficial dan

7 Clarisa Gabriela,” Peran Diplomasi Kebudayaan Indonesia Dalam Pencapaian Kepentingan
Nasional,” Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, (Tahun 2013).
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antar pemerintahan yang ditugaskan oleh negara berdaulat masing-masing

merupakan metode yang efektif dalam mencapai kerjasama internasional yang

mutualistik ataupun menyelesaikan sebuah konflik maupun perbedaan. Bahkan

warga negara biasa dari berbagai macam latar belakang dan keahlian bisa

menghadirkan sesuatu yang kredibel dan dapat membuat suatu bentuk perubahan.8

Ketiga, Jurnal Konstitusi oleh Mahmud Syaltout dengan judul

“Penyelesaian Konflik Warisan Budaya: Belajar Dari Kasus Tari Pendet”.dalam

penelitian ini menyatakan baha konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia

adalah merupakan suatu sengketa hubungan  atas masa lalu yang sama, warisan

kerajaan-kerajaan quasi-mythiques Sriwijaya dan Majapahit, sejak merdeka

(Indonesia dan Malaysia) berbicara mengenai identitas nasional dan regional di

awal pembentukan negara-bangsa. Jadi menurut penelitian ini sengketa atas masa

lalu yang sama, bukanlah sebuah fenomena yang baru saja terjadi sejak Malaysia

melansir slogan” Malaysia Trully Asia” dalam iklan pariwisatanya di tahun 2004,

seperti yang diberitakan dibeebrapa media Indonesia.

Namun ada benarnya sejak tahun 2004, pariwisata malaysia terus

mendapatkan peningkatan secara signifikan, jumlah wisatawan dan oemasukan

negara terus meningkat. Beberapa pihak menduga bahwa kesuksesan pariwisata

Malaysia selama lima tahu  terakhir tidak terlepas dari slogan “ Malaysia Trully

Asia”. Iklan pariwisata Visit wisata Malaysia tahun 2007 tersebut menampilkan

beberapa budaya seperti Angklung, Lagu Rasa Sayange, Wayang dan juga Reog

dalam Iklan. Kemudian kasus yang sama berlanjut pada tahun 2009 muncul iklan

8 Nuvola Gloria dan Syafri Harto,”Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO dalam
Meresmikan Noken Sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2012,” Jurnal  Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 1, No 1,( Tahun 2013).
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pariwisata baru Malaysia di Discovery Channel yang memuat Tari Pendet sebagai

salah satu ikon pariwisatanya. Reaksipun bermunculan, tidak hanya dari kalangan

masyarakat, bahkan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik dan

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mengecam keras dengan pernyataan

agar Malaysia bisa menjaga sensitivitas masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu penelitian ini menjawab resolusi konflik dengan

mengubah pendekatan Total War Menjadi Total Diplomacy , dimana didalam

Total Diplomacy mensyaratkan dua hal yaitu Smart Diplomacy yang berupa

sinkronisasi kebijakan dan strategi kebudayaan, intensifikasi promosi budaya

lewat Centre Culturel dan kegiatan-kegiatan lain, “mewakafkan” warisan budaya

Indonesia menjadi warisan budaya dunia, serta penggunaan mekanisme

penyelesaian sengketa melalui jalur-jalur hukum internasional maupun regional;

dan MultiTrack Diplomacy, yang mensyaaratkan peran aktif semua elemen bangsa

(Diplomat, Akademisi, LSM Pengusaha, Media, Agamawan, Mahasiswa, dan

Perhimpunana Pelajar) dalam diplomasi dan penyelesaian sengketa.9

Keempat, Paper Ilmiah oleh Rusdi Omar, Abubakar Eby Hara,

Muhammad Afi Fi Abdul Razak, dengan judul “Tuntutan antara Budaya

Malaysia Dengan Indonesia: Sumber Konflik Dan Jalan

Penyelesaianya(Malaysia And Indonesia’s Claims Over Cultural Heritages:

Sources Of Conflicts And Solution)”, dalam tulisan ini menyatakan didalam

hubungan iternasional atau diplomatik antara beberapa negara, karya seni dan

warisan budaya sangat jarang  atau mungkin belum  pernah menjadi sumber

9 Mahmud Syaltout,”Penyelesaian Konflik Warisan Budaya: Belajar Dari Kasus Tari
Pendet,”Jurnal Konstitusi, Vol 6, No, 04, (Tahun 2009).
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konflik antara kedua negara yang bersangkutan. Sumber konflik yang lazim

terjadi antara negara-negara meliputi sengketa perbatasan wilayah, oerbedaan

idiolagi dan kepentingan ekonomi atau tentang politik. Justru didalam karya seni

dan warisan budaya sering di anggap sebagai produk-produk yang bersifat

menghibur dan boleh dinikmati secara bersama.

Dalam hubungan Indonesia dan Malaysia, tuntutan terhadap produk-

produk budaya menjadi salah satu sumber yang sering mendatangkan konflik,

latar belakang sejarah yang sama dan merupakan negara serumun kerap kali

menjadikan budaya yang ada dimasing-masing negara tersebut sebagai identitas

bangsanya dan merasa memiliki produk-produk budaya tersebut. Hal seperti ini

terang saja membahayakan kedaultan kedua negra, sumber konlik budaya bisa

menjadi masalah apabila tidak diselesaikan dengan tuntas. Konflik kepemilikan

karya seni budaya lahir karena munculnya konsep modern tentang nation-state

yang menekankan kepada kepemilikan berdasarkan kedaulatan negara terhadap

segala aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Konsep ini bertolak belakang

dengan konsep hubungan antar bangsa dunia Melayu yang tidak mengenal batas

teritorial antar bangsa, tetapi sangat menghargai prinsip kepahlawana, siakap

satria, pengetahuan dan keadilan. Bayangan tentang kehidupan supra-nasional

adalah berdasarkan kepada prinsip-prinsip ini yang harus di perjuangkan oleh

tiap-tiap kerajaan di dunia melayu saat itu

Dalam tulisan ini menyatakan bahwa harus membangkitkan kembali

kesadaran akan tingginya peradaban Melayu  untuk menyelesaikan persoalan

antara Indonesia dan Malaysia, termasuk permasalahan kepemilikan karya seni



12

dan budaya. Warisan seni dan budaya-budaya itu pada umumnya adalah warisan

bersama dari dunia Melayu yang harus di lestarikan dan dijaga bersama,

bukanuntuk menjadi sumber dari pertikaian. Warisan dan tradisi itu justru

menunjukan dunia Melayu sangat kaya akan karya seni. Lebih dari itu konflik

pewarisan budaya ini merupakan satu sisi dari konflik-konflik lain akibat dari

penerapan sistem barat terhadap dunia Melayu. Seiring globalisasi, sistem barat

dengan batas-batas teritorial dan negara yang ketat telah mulai terkikis, dan

semakin hari semakin bisa menyaksikan hubungan antara bangsa tempat aktor-

aktor non negara dan berbagai kelompok di masyarakat saling berhubungan,

berkomunikasi dan membuat gerakan. Dalam konteks hubungan antara

masyarakat yang  makin meningkat seperti ini, jati diri bangsa-bangsa Melayu

seperti yang pernah berkembang sebelum masa kolonial bisa menjadi satu acuan

dalam hubungan sesama bangsa serumpun Melayu di Asia Tenggara. 10

E. Kerangka Teori

1. Akulturasi Budaya

Akulturasi adalah bentuk asimilasi dalam kebudayaan, pengaruh pada

suatu kebudayaan oleh kebudayaan lain yang dapat terjadi apabila pendukung

dari kedua kebudayaan itu berhubungan lama. Menurut Melvile J.

Herskovids, akulturasi budaya merupakan sikap, perasaan nilai dan prilaku

yang menjadi ciri dan menginormasikan masyarakat secara keseluruhan atau

kelompok didalamnya.  Kebudayaan mengikuti karakteristik budaya

10 Rusdi Omar dkk, “Tuntutan antara Budaya Malaysia Dengan Indonesia: Sumber
Konflik Dan Jalan Penyelesaianya(Malaysia And Indonesia’s Claims Over Cultural Heritages:
Sources Of Conflicts And Solution),” Paper disampaikan pada Proceeding International
Confrence and Call For Paper, Universitas Utara Malaysia Kedah, (Tahun 2013).
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intergrasi. Budaya adalah lekat (Inherent) pada bidang-bidang lain yang

terstruktur rapi. Keterkaitan antar unsur-unsur kehidupan itulah yang

membentuk sebuah kebudayaan.11

Malinowski menyusun “Three Coulumn Method” atau tiga metode

dalam akulturasi budaya, yaitu:

a. Melihat unsur budaya asli sebelum munculnya kebudayaan asing.

b. Menganalisa perpaduan antara unsur-unsur asli dan budaya asing.

c. Menyimpulkan akibat budaya baru, serta melihat unsur-unsur

budaya asli yang masih bertahan.12

Faktor-faktor penyebab terjadinya akulturasi kebudayaan antara lain:

a. Kontak sosial yang terjadi di masyarakat maupun antara dua

individu dari dua kelompok masyarakat.

b. Kontak budaya dalam hubungan persahabatan maupun hubungan

permusuhan.

c. Kontak budaya antara penguasa dan yang dikuasai, melalui unsur

budaya, ekonomi, bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial,

agama, dan kesehatan.

d. Kontak budaya antara masyarakat mayoritas dan masyarakat

minoritas.

e. Kontak budaya antara sistem sosial budaya yang berbentuk nilai

dan norma.

11 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta: Gajah Mada
Press, 2012), hlm. 1.

12 DRS Sidi Gazalba, Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu, (Jakarta: Pustaka Antara,
1968), hlm. 124.
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Apabila budaya pendatang dapat masuk, tidak serta merta diterima.

Budaya tersebut akan dibawa meningkat pada tahap selanjutnya, yakni seleksi

kultur, dimana budaya baru bisa menggantikan budaya lama tanpa

menghilangkan budaya lama, atau bahkan menggantikan budaya lama secara

keseluruhan.

2. Teori Kebijakan (  William N. Dunn )

William N Dunn adalah Professor of Public Management and Policy

of Graduate School of Public and International Affairs, University of

Pittsburgh. Menurut William N Dunn, analisis kebijakan adalah aktivitas

intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis

menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses

kebjakan. Metode analisis kebijakan menggabungkan beberapa tahapan

dalam pemecahan masalah, yaitu:

a. Merumuskan masalah: perumusan masalah bertujuan untuk mengetahui

dan menambah wawasan yang relevan dengan kebijakan, dengan

demikian dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang

tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan-

tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang

bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Peramalan masa depan kebijakan: prediksi dapat menyediakan

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan

terjadi dimasa mendatang, sebagau akibat diambilnya dari alternatif,

termasuk tidak melakukan sesuatu
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c. Rekomendasi kebijakan: rekomendasi kebijakan memiliki enam kriteria

utama, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas,

dan kelayakan.

d. Pemantauan hasil kebijaka: pemantauan hasil kebijakan adalah

monitoring kepada kebijakan yang ada, dengan membedakan antara

outputs dan impact dari kebijakan tersebut.

e. Evaluasi kinerja: evaluasi di bagi menjadi tiga, evaluasi semu, evaluasi

formal, dan evaluasi keputusan teoritis.13

3. Teori Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari bahasa arab  dan telah

dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang bearti

membawa kebaikan atau mendatangkan kemanfaatan dan menolak

kerusakan.14 Menurut bahasa  aslinya kata maslahah berasal dari kata salahu,

Yasluhu, Salahan, yang artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.15

Sedangkan kata mursalah artinya adalah terlepas, bebas tidak terikat dengan

dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang membolehkan atau

melarangnya.16

Dasar hukum yang dijadikan dasar berlakuynya maslahah mursalah yaitu:

13 Nugroho Riant, Public Policy, (Jakarta: PT Elex media komputindo kelompok
gramedia, 2009), hlm. 128.

14 Munawar Kholil, Kembali Kepada Al-Qur’an dan Sunah, (Semarang, Bulan Bintang
1995), hlm. 43.

15 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan
Penerjemah dan Tafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 219.

16 Munawir Kholil, Kembali Kepada Al-Qur’an dan Sunah, hlm. 43.
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Q.S Surah Al-Anbiya ayat 107:

١٠٧.17لِّلعَٰۡلَمِینَ أَرۡسَلنَۡكَٰ إِلَّا رَحمَۡةوَمَآ

Q.S Surah  Yunus  ayat  57:

٥٧.18لِّلمُۡؤمِۡنِینَ وَرَحمَۡةىوَھُدٱلصُّدُورِلِّمَا فِي مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءقَدۡ جَآءَتكُۡم مَّوۡعِظَةٱلنَّاسُیَٰٓأَیُّھَا

Menurut Imam al-Ghazali maslahah mursalah adalah :

المنفعةأماالمصلحة فھي عبارة فى الأصل عن جلب منفعة او دفع مضرة, ولسنا نعني بھ ذالك, فإن جلب 

ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصیل مقاصدھم. لكنانعني بالمصلحة المحافظة على ,

مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة, وھو أن یحفظ علیھم دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم 

ومالھم. 

ھو مفسدة ودفعھا ففكل مایتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو مصلحة وكل مایفوت ھذه الأصول

19مصلحة

Uraian imam al Ghazali tersebut menjelaskan bahwa maslahah dalam

pengertian syar’i, ialah meraih mafaat dan menolak kemadharatan dalam

rangka memelihara tujuan syara’ yaitu:

a. Pemeliharaan Agama

b. Pemeliharaan Jiwa

c. Pemeliharaan Akal

d. Pemeliharaan Keturunan

e. Pemeliharaan Harta dan Kehormatan

Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut

maslahah, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat

dan menolaknya disebut maslahat. 20

17 Al-Anbiya (21): 107
18 Yunus (10): 57
19 Al-Gazali, al-Mustashfa min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar,

(Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H), hlm. 416-417.
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F. Metode Penelitian

Dalam melakukn penelitian ini, penulis membutuhkan metodologi yang baik

dan jelas, untuk itu penulis akan memaparkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (library

research) yaitu penelitian yang meggunakan sumber buku-buku, jurnal,

majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan atau relefan

dengan pemasalahan dalam objek kajian penelitian ini.21

2. Siat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Yaitu penelitian dengan

cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan,

mengklarifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.22

Dengan demikian penulis akan mengumpulkan data terkait kebijakan

Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan nasional,

kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori Kebijakan

Publik dan melihat relevansinya dengan teori al maslahah mursalah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

normatif, yang dimana fokus kajian dari penelitian ini adalah melihat upaya

20 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih 1 (Jakarta: Logos Jakarta, 1996), hlm. 114
21 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseacrh, (Yogyakarta : Andi Offet, 1990), hlm. 9.
22 Sukandarumidi, Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, cet.

Ke-4, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.
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pemerintah dalam mempertahankan dan melestarikan kebudayaan nasional

melalui kebijakan-kebijakan terhadap objek kajian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu secara literer yaitu

dengan menelaah Undang-Undang, buku, artikel, jurnal, majalah, surat kabar

dan sumber lainya (Documentan analysis) yang berkaitan dengan kebijakan

luar negeri Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan nasional serta

literatur lain yang berkaitan dengan Fiqih Siyasah. Selain data yang bersifat

hard file, penulis juga menggunakan data-data soft file yang bersifat online

tampa mengabaikan kaabsahan data. Hal ini dilakukan untuk menambah

wawasan dan memaksimalkan penelitian yang penulis kerjakan.

Data penelitian terdiri dari:

a. Data primer terdiri dari Undang-Undang dan kebijakan pemerintah

tentang kebudayaan.

b. Data skunder terdiri dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainya yang

berkaitan tentang teori yang akan digunakan, kebudayaan dan kasus-

kasus klaim budaya Indonesia  oleh Malaysia.

5. Analisis Data

Setelah data literatur terkumpul dan memiliki relevansi terhadap objek

yang akan di teliti, maka data literatur tersebut diolah kemudian

diklarifikaikan secara sistematis dan logis sehingga dapat dilakukan sebuah

analisis secara koprehensif  dengan penjabaran kebijkan pemerintah   melalui
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teori Kebijakan Willian N Dunn. Setelah objek kebijakan dijabarkan maka

selanjutnya akan dilakukan analisis dengan melihat relefansi upaya yang

dilakukan pemerintah melalui kebijakan dalam mempertahankan budaya

nasional, dengan pandanagn al maslahah mursalah. Dengan cara seperti ini

diharapkan memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam permasalahan

yang akan diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini penulis membagi kedalam lima bab, dengan masing-

masing bab terdiri dari sub bab-bab yang berfngsi secara rinci dan sistematis.

Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I membahas pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah,

pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori,

metode penelitian dan sistemaka pembahasan.

Bab II membahas tentang teori akulturasi budaya, konsep kebijakan

publik William N Dunn, penjelasan ini bermaksud untuk memaparkan secara

mendalam tentang konsep dalam kebijakan yang dijadikan landasan dalam

membuat kebijakan kebudayaan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan

kebudayaan nasional. Menjelaskan teori al maslahah mursalah yang

diimplementasikan kedalam kebijakan pemerintah terkait bagaimana pemerintah

melalui kebijakan kebudayaannya dapat mempertahankan kebudayaan bangsa

Indonesia.
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Bab III membahas dan menjelaskan tentang kebudayaan Indonesia,

kebudayaan Indonesia yang sudah di patenkan ke UNESCO, kasus budaya

nasional Indonesia yang pernah di klaim Malaysia, dan kebijakan apa saja yang

telah dibuat pemerintah untuk memproteksi, mengembangkan dan melestarikan

kebudayaan nasional Indonesia.

Bab IV membahas tentang analisis teori akulturasi budaya untuk melihat

kebudayaan asli bangsa Indonesia yang lahir dan berkembang akibat akulturasi

yang terjadi sebelum masa kemerdekaan, setelah mengetahui kebudayaan

Indonesia yang sesungguhnya maka akan dilakukan analisis melalui teori

kebijakan publik dan al maslahah mursalah terhadap kebijakan pemerintah

Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan nasional. Analisis ini dilakukan

setelah terpenuhi data-data pendukung penelitian. Sehingga diharapkan akan

mempermudah analisa penulis dalam mengungkap fakta penelitian.

Bab V menjelaskan tentang simpulan dan saran atas penelitian yang telah

dilakukan dengan menggabungkan data, fakta dan analisis terhadap kebijakan.

Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti

dengan tidak lupa memberikan saran kepada pihak terkait agar karya ilmiah ini

dapat bermanfaat dan menjadi salah satu sumber pertimbangan dalam membuat

kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan

kebudayaan Indonesia.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam memperthankan

kebudayaan nasional terbagi kepada empat priode, pertama, kebijakan

kebudayaan pada masa Orde Lama, dimulai dari awal kemerdekaan pada

1945. Kebijakan bersifat naturalisasi dan proteksi terhadap kebudayaan

asing khususnya kebudayaan yang dibawakan oleh pemerintah kolonial

sebelum Indonesia merdeka. Kedua, masa Orde Baru, Kebijakan

pembangunan dan sentralisasi termasuk sentralisasi terhadap aktivitas

kebudayaan. Ketiga, masa Reformasi, kebijakan desentralisasi dengan

memberikan kewenangan kepada daerah termasuk pengelolaan budaya.

Keempat, masa Pasca Reformasi, kebijakan kebudayaan yang dibuat lebih

protektif kepada permasalahan yang muncul. Termasuk salah satu

permasalahan klaim budaya dan penggunaan kebudayaan Indonesia oleh

negara lain.

Kebudayaan Indonesia yang beranekaragam perlu mendapatkan

perlindungan khusus oleh negara. Kebudayaan merupakan cerminan

sebuah bangsa dan identitas dari negara bangsa. Klaim kebudayaan dan

penggunaan kebudayaan oleh negara lain adalah permasalahan yang belum

terselesaikan. Kebijakan kebudayaan yang dibuat oleh pemerintah belum

sepenuhnya memenuhi unsur sebuah kebijakan yang baik seperti

perumusan masalah, peramalan masa depan kebijakan, rekomendasi

kebijakan, pemantauan hasil kebijakan dan evaluasi kebijakan. Belum

terpenuhinya secara baik unsur ini menyebabkan kurang efektifnya

kebijakan yang di buat baik secara tekstual maupun implementasi terhadap

kebijakan tersebut

Klaim kebudayaan dan penggunaan kebudayaan yang terus terjadi

oleh negara lain adalah bentuk dari belum efektifnya kebijakan pemerintah

dalam mempertahankan kebudayaan nasional. Dalam syariat Islam untuk
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dapat mencapai kemaslahatan, sebuah tindakan yang dilakukan tidak boleh

bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadits. Selain itu kebijakan yang

dibuat juga harus sejalan dengan unsur syara’ atau hukum Islam yaitu

dalam pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal , harta, keturunan serta

kehormatan. Artinya apabila klaim kebudayaan masih terus terjadi maka

sini disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia masih belum

sejalan dengan konsep maslahah mursalah dalam mempertahankan

kebudayaan nasional Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, agar kebijakan

kebudayaan dapat berjalan efektif dan maksimal, pemerintah perlu

memperhatikan beberapa hal berikut ini, antara lain:

1. Perumusan masalah dalam membuat sebuah kebijakan harus memiliki

dasar yang kuat untuk mengetahui dan memetakan permasalahan

dengan baik. Sehingga kebijakan yang dibuat bisa tepat dan maksimal

dalam penerapanya.

2. Sebelum kebijakan di terapkan, pemerintah harus melihat dan

membangun, sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung

kebudayaan untuk menunjang agar kebijakan kebudayaan yang akan di

terapkan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Serta perlunya

peran pihak swasta yang lebih signifikan dalam peromosi dan

pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia.

3. Pemerintah harus terus memantau perkembangan kebijakan, dan

membimbing eksekutor dari kebijakan tersebut. Karena maksimalnya

kebijakan bukan dari baiknya sebuah kebijakan, tapi dari bagaimana

penerapan dan pengawasan terhadap kebijakan tersebut.

4. Evaluasi rutin perlu dilakukan untuk melihat kinerja dari kebijakan

dan memperbaiki faktor-aktor pendukung yang dirasa masih kurang

dalam kebijakan tersebut.
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DAFTAR TERJEMAHAN

NO HLM FN TERJEMAHAN

BAB I
1 16 17 107. Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan

untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam

2 16 18 57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang
kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh
bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada
dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang
beriman

3 16 19 "Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan
dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi
bukan itu yang kami maksud; sebab menarik
manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan
makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu  akan
terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka.
Yang  kami maksud dengan maslahat ialah
memelihara tujuan syara‛ /hukum Islam, dan
tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang
menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta
mereka. Setiap yang mengandung upaya
memelihara kelima hal prinsip ini disebut
maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima
prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut
maslahat‛.

BAB II

1 26 7 Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat

2 26 8 Sebab (sebab) yang membawa dan melahirkan
maksud (tujuan) asy-syari’ baik maksud yang
berkaitan dengan ibadah maupun muamalah
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